PELAKSANAAN PUTUSAN PERKARA PERDATA 

DAN PERMASALAHANNYA 

Oleh :   Drs. Herman Supriyadi

(Wakil Ketua Pengadilan Agama Sarolangun - PTA Jambi)

PENDAHULUAN
Barangkali untuk menghindari atau setidak-tidaknya meminimalisir terjadinya sengketa keperdataan antar ummat Islam,  dalam kitab suci Al-quran Allah Swt. berfirman yang bunyinya :


ﻳﺍﺍﯿـﻬﺍﺍﻠﺬﻴﻦﺁﻣﻨـﻮﺍ ﻻﺘﺃﻜـﻟﻮﺍﺃﻣـﻮﺍﻟﻜـﻢ ﺒﻴـﻨــﻜــﻢ ﺒﺍﻠﺑـﺍﻄـﻞ.........

Artinya :
Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling (memakan) harta sesamamu dengan jalan yang batil ......  (Al-Quran Surah an-Nisa ayat : 29).

Andaikan ummat Islam khususnya dan semua manusia pada umumnya dalam bermuamalah dan menjalani kehidupan keperdataannya sehari-hari   mempedomani maksud dari nash tersebut tentulah sengketa keperdataan di muka bumi ini tidak akan atau setidak-tidaknya jarang terjadi. Akan tetapi sangat disayangkan karena nilai-nilai  luhur yang terkandung dalam nash tersebut sering diabaikan oleh manusia sehingga perbuatan-perbuatan dzalim seperti memakan sesuatu yang bukan haknya atau melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati (wanprestasi)  sering terjadi sehingga untuk menegakkan maksud dari nash tersebut  haruslah dengan melalui sebuah putusan pengadilan.
Selanjutnya ketika suatu putusan pengadilan  terutama putusan perkara perdata mengenai hak-hak kebendaan atau kewajiban membayar sejumlah uang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,  maka pihak atau pihak-pihak  yang dihukum untuk melaksanakan putusan tersebut harus segera melaksanakannya. Jika pihak yang dihukum tersebut  tidak bersedia melaksanakannya secara sukarela maka pihak lawan dapat meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi dengan cara yang diatur oleh undang-undang seperti mengajukan permohonan eksekusi,  membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi tersebut dan sebagainya. Selanjutnya apabila semua persyaratan serta tahapan-tahapan untuk persiapan eksekusi telah terpenuhi maka pengadilan akan segera melakukan eksekusi dimana bila memungkinkan eksekusi akan dilakukan secara riil atau bisa juga eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang. Selain itu bila eksekusi riil tidak dapat dilakukan secara natura, maka eksekusi akan dilakukan dengan cara jual lelang.

PERMASALAHAN
Secara teoritis eksekusi atau pelaksanaan putusan sebagaimana tersebut di atas tampak sangat sederhana dan mudah sekali untuk dilaksanakan, namun dalam prakteknya sebagai akibat dan upaya-upaya dari pihak tertentu pelaksanaan eksekusi banyak yang mengalami hambatan  sehingga tidak jarang terjadi kegagalan. Selain itu tidak sedikit putusan pengadilan tidak dilaksanakan karena pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan putusan tersebut tidak mau melaksanakan dengan sukarela sementara permohonan eksekusi tidak diajukan oleh pihak lawan lantaran masalah keuangan. Selanjutnya meskipun tidak terlaksananya pelaksanaan atas sebuah putusan pengadilan bukan disebabkan kesalahan  pengadilan namun  anggapan masyarakat hal tersebut seolah-olah menjadi kesalahan pengadilan karena faktanya pengadilan tidak mampu menyelesaikan perkara secara total, akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibelitas pengadilan menjadi menurun sehingga timbul ungkapan-ungkapan yang tidak enak didengar dalam masyarakat seperti “tidak ada gunanya mengajukan perkara ke pengadilan, uang habis persoalan tidak beres”,  juga ada lagi ungkapan “keadilan hanya untuk orang yang berberduit tapi bukan untuk orang yang hidupnya sulit ”.   
Ungkapan-ungkapan tersebut haruslah disikapi dengan arif dan bijaksana sebab meskipun  tidak semua ungkapan-ungkapan itu benar namun juga tidak semuanya salah karena faktanya menunjukkan  banyak putusan pengadilan yang sangat baik dan memenuhi rasa keadilan namun tidak dilaksanakan lantaran untuk mengajukan permohonan eksekusi pemohon terbentur dengan masalah biaya sehingga putusan yang tujuannya untuk menghilangkan kebathilan dan kedzaliman  menjadi hampa dan sia-sia. 
Sebagai contoh, dalam perkara Cerai Talak permohonan seorang pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dengan alasan atau dalil  telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin untuk didamaikan lagi biasanya akan dikabulkan oleh Majelis apabila apa yang didalilkan oleh pemohon tersebut  telah cukup bukti. Selain itu di samping mengabulkan permohonan pemohon tentang izin ikrar talak secara ex officio Majelis biasanya juga akan menghukum pemohon untuk membayar mut’ah dan nafkah selama masa iddah karena kewajiban tersebut memang telah diatur dalam syari’at Islam antara lain sebagaimana dalam pasal 149  Kompilasi hukum Islam di indonesia.
Selanjutnya setelah  putusan berkekuatan hukum tetap  dimana saat  akan mengucapkan ikrar talak pemohon datang dan menyatakan belum mempunyai uang untuk membayar mut’ah serta nafkah iddah namu tetap akan mengucapkan ikrar talak. Dalam situasi ini Majelis tidak dapat menghalangi pemohon untuk mengucapkan ikrar talak karena izin  pengucapan ikrar talak yang diberikan oleh Majelis kepada pemohon bukan karena pemohon sanggup membayar nafkah iddah dan mut’ah melainkan karena alasan perceraian telah terpenuhi, sedangkan perbuatan pemohon belum membayar kedua nafkah tersebut merupakan kewajiban pemohon selaku mantan suami yang bila belum dibayar merupakan hutang bagi pemohon dimana termohon dapat memaksa pemohon untuk melunasi hutang tersebut  melalui lembaga eksekusi dengan bantuan pengadilan.  Lalu bagaimana jika termohon tidak mengajukan eksekusi karena tidak ada biaya ?
Contoh lain dalam perkara gugatan harta bersama (gono gini), dalam masalah harta bersama ini putusan yang adil bukanlah  merupakan  hal yang mustahil disusun oleh Majelis Hakim. Itu  semua  terbukti dengan banyaknya putusan atas perkara harta bersama yang tidak dimohonkan banding atau kasasi pertanda bahwa penggugat dan tergugat merasa puas dan menerima putusan tersebut. Akan tetapi tidak sedikit putusan harta bersama yang telah berkekuatan hukum tetap tidak kunjung dilaksanakan karena tergugat yang menguasai harta enggan melaksanakan putusan dengan sukarela sedangkan penggugat tidak dapat mengajukan permohonan eksekusi  karena kesulitan masalah biaya.
Penulis pernah mendengar keluhan seseorang yang intinya menceritakan telah melaporkan ke kepaniteraan pengadilan bahwa mantan suaminya tidak mau membagi harta bersama sebagaimana yang telah diputuskan oleh pengadilan dan oleh kepaniteraan dijelaskan pengadilan akan melaksanakan eksekusi setelah dirinya melengkapi persyaratannya antara lain berupa membayar uang panjar biaya eksusi sesuai dengan taksiran. Orang tersebut menyatakan untuk saat itu jangan membayar biaya eksekusi, untuk biaya hidup sehari-hari sudah hampir tidak ada lagi karena pekerjaannya saat ini hanya menjadi buruh tani sedangkan harta  seluruhnya dikuasai oleh mantan suami.  Selanjutnya karena solusi yang diberikan oleh kepaniteraan pengadilan tidak mampu dilakukannya maka yang bersangkutan melaporkan kepada pihak kepolisian mengenai perbuatan mantan suaminya yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan tersebut namun oleh pihak kepolisan disarankan agar laporan tersebut disampaikan ke pengadilan karena eksekusi atas sebuah putusan merupakan wewenang pengadilan bukan kepolisian.
Penulis tidak bisa memastikan benar atau tidaknya cerita dari orang tersebut, tetapi seandainya benar-benar terjadi betapa mirisnya nasib orang tersebut dan kemana lagi ia harus mengadu karena baginya semua jalan sudah buntu karena  untuk mengeluarkan uang dirinya tidak mampu.
PEMBAHASAN

Permasalahan-permasalahan sebagaimana yang penulis uraikan di atas akan menimbulkan dampak yang negatif baik bagi masyarakat pencari keadilan maupun bagi lembaga peradilan.  Masyarakat akan merasa apriori terhadap kemampuan pengadilan menyelesaikan perkara-perkara mereka akibat banyaknya putusan yang tidak dilaksanakan disebabkan pihak lawan tidak mau melaksanakan putusan sedangkan untuk mengajukan permohonan eksekusi tidak memiliki biaya. Di lain pihak pengadilan dalam hal ini Majelis juga akan berpikir dua kali untuk menjatuhkan putusan-putusan terutama putusan yang sifatnya ex officio meskipun banyak mendatangkan manfaat  sebab meskipun dijatuhkan tidak akan ada gunanya dikala pihak yang dihukum tidak mau melaksanakannya sedangkan pihak lawannya tidak memiliki biaya untuk mengajukan permohonan eksekusi.
Lembaga yang diperuntukkan memaksa pihak yang dihukum agar melaksanakan putusan memang ada yaitu dwangsom (pembayaran uang paksa). Akan tetapi untuk kasus-kasus seperti contoh di atas  dwangsom  tidak efektif  karena lembaga ini baru bisa ditegakkan  setelah  putusan yang tidak dilaksanakan tersebut dimintakan permohonan eksekusi sedangkan permasalahan yang sering timbul adalah ekskusi itu sendiri yaitu eksekusi tidak terlaksana akibat tidak ada biaya. 
Biaya eksekusi ini terkadang memang cukup besar bahkan bisa melebihi dari besarnya biaya pemeriksaan pokok perkara. Hal itu disebabkan objek-objek  sengketa  letaknya terpencar di daerah-daerah yang letaknya sangat jauh dari pengadilan. Oleh sebab itu dapat dimaklumi jika pada saat pemeriksaan pokok perkara penggugat mampu membayar biaya sita jamin (CB) dan  pemeriksaan setempat (discente) dan sebagainya  maka pada saat eksekusi penggugat sudah kehabisan “peluru” sehingga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. 

Sampai saat ini dapat  atau tidaknya eksekusi atas suatu putusan perkara perdata dilaksanakan sangat tergantung mampu tidaknya pemohon eksekusi  membayar biaya untuk eksekusi. Pengadilan tidak akan bisa berbuat apa-apa disaat pihak yang dihukum (termohon eksekusi) enggan untuk melaksanakan putusan tersebut. Oleh karenanya menurut Penulis harus dibuat suatu terobosan baru mengenai kewenangan eksekusi ini sehingga pengadilan dapat melaksanakan eksekusi meskipun pemohon eksekusi tidak mampu membayar biaya atau dengan menciptakan sanksi lain berupa “ancaman pidana” terhadap pihak yang tidak bersedia melaksanakan putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Dalam hukum perdata memang dikenal ada  istilah “tidak ada biaya tidak ada perkara” yang akibatnya secara umum tampaknya hanya pihak yang mempunyai biaya yang dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan sehingga  tidak salah kalau dalam masyarakat timbul ungkapan “keadilan hanya untuk orang yang berberduit tapi bukan untuk orang yang hidupnya sulit ”.   Akan tetapi kalau dilihat dari ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  yang bunyinya bahwa Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu dimana ketentuan tersebut sejalan pula dengan ketentuan tentang izin berperkara tanpa biaya yang diatur dalam pasal 273 R.Bg, maka istilah dan ungkapan di atas tidaklah benar sebab meskipun tidak memiliki biaya seseorang dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepada desa tempat tinggalnya. Ketentuan tersebut sudah lama dan masih tetap berlaku sampai saat ini bahkan semakin berkembang sebab kalau sebelumnya penetapan izin berperkara secara cuma-cuma harus dikeluarkan oleh Majelis hakim setelah melalui proses persidangan insidentil maka dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,  izin tersebut cukup oleh Ketua Pengadilan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa  faktor ketidakmampuan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan.

Sengketa mengenai hak-hak keperdataan pada mulanya memang bersifat pribadi antara seseorang atau sekolompok orang dengan orang atau kelompok lain. Dalam sengketa harta bersama misalnya ketika seorang mantan isteri (penggugat) meminta agar mantan suaminya (tergugat) membagi 2 harta bersama dan menyerahkan sebagian kepada dirinya memang murni merupakan persoalan pribadi.  Akan tetapi setelah masalah tersebut diajukan ke pengadilan dimana pengadilan telah menghukum tergugat  tersebut untuk membagi dan menyerahkan bagian penggugat namun tetap tidak diindahkannya meskipun telah diberi teguran (aanmaning) maka ketika penggugat melaporkan hal tersebut, pengadilan harus mengambil tindakan tegas yaitu segera melaksanakan eksekusi sebab bagi pengadilan yang dipersoalkan bukan lagi masalah tergugat tidak menyerahkan harta bagian penggugat melainkan karena tergugat telah ingkar melaksanakan putusan pengadilan. Apabila semua itu dapat ditegakkan maka kewibawaan Pengadilan akan tampak semakin kokoh, akan tetapi  sebaliknya jika pengadilan tidak melaksanakan  eksekusi apalagi karena alasan penggugat tidak ada biaya maka sedikit demi sedikit wibawa pengadilan akan luntur. 
Semua orang harus menyadari bahwa setiap perintah pengadilan dalam suatu putusan adalah perintah negara karena pada dasarnya Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.. (PASAL 2  ayat (3) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009). Oleh karenanya tidak melaksanakan putusan pengadilan sama saja dengan tidak melaksanakan perintah negara.

Di sisi lain sebagaimana yang telah diuraikan di atas putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan secara sukarela  dan harus diadakan eksekusi yang tentu saja memerlukan biaya dimana biaya tersebut harus ditanggung oleh penggugat selaku pemohon eksekusi. Dalam kasus sengketa harta bersama tersebut  banyak sekali kerugian yang harus ditanggung oleh Penggugat. Selain hartanya yang tidak dapat dinikmati karena telah dikuasai oleh pihak Tergugat tanpa hak juga harus mengeluarkan biaya untuk proses persidangan dan ditambah lagi memikul biaya eksekusi.  Oleh sebab itu menurut Penulis karena perintah dalam putusan pengadilan adalah perintah  negara maka ideal dan adilnya seluruh biaya eksekusi menjadi tanggungan negara. 

Kemungkinan lain yang dapat ditempuh agar putusan pengadilan memiliki wibawa sehingga ditaati oleh pihak atau para pihak yang memang berkewajiban menaatinya  adalah dengan cara memasukkan unsur “tindak pidana” terhadap pihak atau para pihak yang ingkar memenuhi putusan pengadilan karena selaku pemegang kekuasaan yudikatif pengadilan adalah simbol dari kekuasaan negara disamping dua kekuasan lainnya yaitu kekuasaan legeslatif dan eksekutif.
Apa yang telah diputuskan oleh pengadilan adalah berlaku sebagai hukum bagi siapa-siapa yang terkait dalam putusan tersebut  sehingga bila putusan tersebut tidak dilaksanakan maka hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Dalam contoh di atas misalnya ketika putusan pengadilan yang  telah berkekuatan tetap menetapkan  ½ (sepedua) dari harta bersama adalah milik Penggugat dimana Tergugat dihukum untuk menyerahkan harta tersebut kepada penggugat maka ketika tergugat lalai melaksanakan putusan tersebut berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggelapkan harta milik penggugat. Dalam bab XXIV pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur :
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Menurut Penulis berdasarkan analisa dari pasal tersebut seorang mantan isteri yang harta bersama telah diputuskan oleh pengadilan sebagai miliknya tapi masih tetap dikuasai oleh mantan suami atau sebaliknya,  dapat melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian selaku penyidik sebagai “delik aduan” pasal penggelapan. Demikian juga dalam perkara waris dan hak-hak kebendaan lainnya, sedangkan untuk hak hadhanah   bisa saja dikaitkan dengan pasal-pasal lain seperti pasal-pasal tentang penculikan.

PENUTUP
a.
Kesimpulan

Setelah mengadakan pembahasan singkat sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penulis berpendapat perlu diambil kesimpulan sebagai berikut :

1.
Putusan perkara perdata yang tidak dilaksanakan secara sukarela  (khususnya di Pengadilan Agama) sering tidak diajukan permohonan eksekusi disebabkan pemohon eksekusi tidak memiliki biaya. 
2.
Demi tegaknya hukum dan keadilan maka putusan perkara perdata yang tidak dilaksanakan secara sukarela harus dilaksanakan secara paksa  dengan cara :

a.
Pengadilan melaksanakan eksekusi dengan biaya negara terhadap putusan yang Pemohon eksekusinya tidak mampu untuk membayar biaya eksekusi.

b.
Pihak yang dirugikan melaporkan pihak atau para pihak yang tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut kepada pihak kepolisian selaku penyidik dan atau penyelidik dengan delik-delik  aduan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana karena hal tersebut sudah masuk ke ranah hukum pidana.
b.
Saran-saran 
Meskipun tidak dengan kedua cara di atas pihak-pihak yang berkompten harus membuat payung hukum agar kewibawaan pengadilan tetap terjaga dan keadilan tetap dapat ditegakkan. 

Demikian tulisan  singkat dan sederhana ini yang meskipun hanya sekedar wacana namun semoga ada manfaatnya. Keritik dan saran dari pembaca untuk menambah dan memperluas wawasan kita semua sangat penulis harapkan.

Sarolangun,    September  2014

Penulis,

Drs. Herman Supriyadi
1

